BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR | TAHUN 2028&
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025 - 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



Menetapkan :
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

| &
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering liir.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering liir.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ogan Komering liir.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya
disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Ogan Komering llir.

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di
daerah Kabupaten Ogan Komering liir.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), program lintas SKPD, dan program kewilayahan,
disertai dengan rencana-rencana Kkeqa dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada
Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat
RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan
penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang
wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur
dan pola ruang wilayah.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan
atau aspek fungsional.

Permasalahan pembangunan daerah adalah 'gap expectation”
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan
yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai dimasa
datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang disusun.
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi
daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan
datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang
memandu ke mana prioritas pembangunan diarahkan agar
lebih fokus dalam upaya mencapai tujuan.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
adalah pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas
pembangunan lima tahunan selama 5 (lima) tahun guna
mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Visi dan Misi adalah minimal target yang disepakati untuk
dicapai pada setiap akhir periode RPJMD.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan atau kualitatif untuk masukan, keluaran, hasil, manfaat,
dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian
suatu program atau kegiatan.

Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak yang
langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari pelaksanaan pembangunan dapat berupa
kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki
kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan
keputusan/pelaksanaan pembangunan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran
tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD berkedudukan sebagai kerangka dasar perencanaan

pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi

(1)

sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan
bahan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam mengevaluasi
kemajuan penyelenggaraan pembangunan daerah guna
mewujudkan keberhasilan pembangunan dan kemajuan
daerah di segala bidang kehidupan masyarakat.

BAB III
DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 3

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;

BABIII : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH;

BABIV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
dan

BAB V : PENUTUP.
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(2) Ketentuan mengenai dokumen RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung

pada tanggal 15 Agmstus 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 15 Agunstus 20%-S
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

e i

ASMAR WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR |

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR .[. \- 26 /2025)

jdih.kaboki.go.id



